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BAB 11

TELAAH LITERATUR

2.1 Pajak

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau
badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak
mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara
bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, hal ini sesuai dengan Undang—undang
Pajak Lengkap Tahun 2013. Pembayaran pajak merupakan perwujudan dari
kewajiban kenegaraan dan peran serta Wajib Pajak untuk secara langsung dan
bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan untuk pembiayaan negara dan
pembangunan nasional.Sesuai falsafah undang-undang perpajakan, membayar
pajak bukan hanya merupakan kewajiban, tetapi merupakan hak dari setiap warga
Negara untuk ikut berpartisipasi dalam bentuk peran serta terhadap pembiayaan

negara dan pembangunan nasional (Ilyas, 2012).

Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak,
pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban
perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan
(Undang—undang Pajak Lengkap, 2013). Setiap Wajib Pajak yang telah memenuhi
persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan perpajakan wajib mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal

Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan
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Wajib Pajak dan kepadanya diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak (Departemen

Keuangan, 2014).

Menurut Direktorat Jendral Pajak (2014), penggolongan pajak berdasarkan

lembaga pemungutannya di Indonesia dapat dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu

Pajak Pusat dan Pajak Daerah. Pajak Pusat adalah pajak-pajak yang dikelola oleh

Pemerintah Pusat yang dalam hal ini sebagian besar dikelola oleh Direktorat

Jenderal Pajak - Kementerian keuangan.Sedangkan Pajak Daerah adalah pajak-

pajak yang dikelola oleh Pemerintah Daerah baik di tingkat Propinsi maupun

Kabupaten/Kota. Pajak-pajak pusat yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak

meliputi:

1.

Pajak Penghasilan (PPh)

PPh adalah pajak yang dikenakan kepada orang pribadi atau badan atas
penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam suatu Tahun Pajak. Yang
dimaksud dengan penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis
yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak baik yang berasal baik dari
Indonesia maupun dari luar Indonesia yang dapat dipakai untuk konsumsi
atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan dengan nama
dan dalam bentuk apapun. Dengan demikian maka penghasilan itu dapat
berupa keuntungan usaha, gaji, honorarium, hadiah, dan lain sebagainya.
Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

PPN adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi Barang Kena Pajak atau Jasa

Kena Pajak di dalam Daerah Pabean (dalam wilayah Indonesia). Orang
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Pribadi, perusahaan, maupun pemerintah yang mengkonsumsi Barang Kena
Pajak atau Jasa Kena Pajak dikenakan PPN.Pada dasarnya, setiap barang dan
jasa adalah Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak, kecuali ditentukan lain
oleh Undang-undang PPN.
3. Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM)
Selain dikenakan PPN, atas pengkonsumsian Barang KenaPajak tertentu yang
tergolong mewah, juga dikenakan PPnBM. Yang dimaksud dengan Barang
Kena Pajak yang tergolong mewah adalah:
a. Barang tersebut bukan merupakan barang kebutuhan pokok; atau
b. Barang tersebut dikonsumsi oleh masyarakat tertentu; atau
c. Pada umumnya barang tersebut dikonsumsi oleh masyarakat
berpenghasilan tinggi; atau
d. Barang tersebut dikonsumsi untuk menunjukkan status; atau
e. Apabila dikonsumsi dapat merusak kesehatan dan moral masyarakat, serta
mengganggu ketertiban masyarakat.
4. Bea Meterai
Bea Meterai adalah pajak yang dikenakan atas pemanfaatan dokumen, seperti
surat perjanjian, akta notaris, serta kwitansi pembayaran, surat berharga, dan
efek, yang memuat jumlah uang atau nominal diatas jumlah tertentu sesuai
dengan ketentuan.
5. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
PBB adalah pajak yang dikenakan atas kepemilikan atau pemanfaatan tanah

dan atau bangunan.PBB merupakan Pajak Pusat namun demikian hampir
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seluruh realisasi penerimaan PBB diserahkan kepada Pemerintah Daerah baik

Propinsi maupun Kabupaten/Kota.

Mulai 1 Januari 2010, PBB Perdesaan dan perkotaan menjadi Pajak Daerah

sepanjang Peraturan Daerah tentang PBB yang terkait dengan Perdesaan dan

Perkotaan telah diterbitkan. Apabila dalam jangka waktu dari 1 Januari 2010

sampai paling lambat 31 Desember 2013 Peraturan Daerah belum diterbitkan,

maka PBB Perdesaan dan Perkotaan tersebut masih tetap dipungut oleh

Pemerintah Pusat.

Mulai 1 Januari 2014, PBB pedesaan dan Perkotaan merupakan pajak

daerah.Untuk PBB Perkebunan, Perhutanan, Pertambangan masih tetap

merupakan Pajak Pusat.

Pajak-pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah baik Propinsi maupun

Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut:

1. Pajak Propinsi, meliputi:

a.

b.

C.

d.

.

Pajak Kendaraan Bermotor;

Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bemotor;
Pajak Air Permukaan;

Pajak Rokok.

2. Pajak Kabupaten/Kota, meliputi:

a.

b.

C.

Pajak Hotel;
Pajak Restoran;

Pajak Hiburan;
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d. Pajak Reklame;

e. Pajak Penerangan Jalan;

f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;

g. Pajak Parkir;

h. Pajak Air Tanah,;

1. Pajak sarang Burung Walet;

j. Pajak Bumi dan Bangunan perdesaan dan perkotaan;

k. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan.

Menurut Waluyo (2011), pajak mempunyai dua fungsi yaitu:

1. Fungsi Penerimaan (Budgeter)

Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi
pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Sebagai contoh:

dimasukannya pajak dalam APBN sebagai penerimaan dalam negeri.

2. Fungsi Mengatur (Reguler)

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan
dibidang sosial dan ekonomi. Sebagai contoh: dikenakannya pajak yang
lebih tinggi terhadap minuman keras, dapat ditekan. Demikian pula

terhadap barang mewabh.

Sebagaimana halnya perekonomian dalam suatu rumah tangga atau

keluarga, perekonomian negara juga mengenal sumber-sumber penerimaan dan
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pos-pos pengeluaran.Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara.Tanpa
pajak, sebagian besar kegiatan negara sulit untuk dapat dilaksanakan.Penggunaan
uang pajak meliputi mulai dari belanja pegawai sampai dengan pembiayaan
berbagai proyek pembangunan. Pembangunan sarana umum seperti jalan-jalan,
jembatan, sekolah, rumah sakit, kantor polisi dibiayai dengan menggunakan uang

yang berasal dari pajak.

2.2 Tax Avoidance

Menurut Mardiasmo (2003) dalam Budiman dan Setiyono (2012), penghindaran
pajak (tax avoidance) adalah suatu usaha meringankan beban pajak dengan tidak
melanggar undang-undang yang ada. Penghindaran pajak merupakan usaha untuk
mengurangi hutang pajak yang bersifat legal (lawful), sedangkan penggelapan
pajak (tax evasion) adalah usaha untuk mengurangi hutang pajak yang bersifat

tidak legal (unlawful) (Budiman dan Setiyono, 2012).

Tax avoidance yang dilakukan ini dikatakan tidak bertentangan dengan
peraturan perundang-undang perpajakan karena dianggap praktik yang
berhubungan dengan tax avoidance ini lebih memanfaatkan celah-celah dalam
undang-undang perpajakan tersebut yang akan mempengaruhi penerimaan negara
dari sektor pajak (Dewi dan Jati, 2014). Adapun cara tersebut menurut Merks

(2007) dalam Kurniasih dan Sari (2013), yaitu:

1. Memindahkan subjek pajak dan/atau objek pajak ke negara yang memberikan

perlakuan pajak khusus atau keringanan pajak (tax haven country) atas suatu
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jenis penghasilan (substantive tax planning).

2. Usaha penghindaran pajak dengan mempertahankan substansi ekonomi dari
transaksi melalui pemilihan formal yang memberikan beban pajak yang paling

rendah (Formal tax planning).

3. Ketentuan Anti Avoidance atas transaksi transfer pricing, thin capitalization,
treaty shopping, dan controlled foreign corporation (Specific Anti Avoidance
Rule); serta transaksi yang tidak mempunyai substansi bisnis (General Anti

Avoidance Rule).

Meminimalisasi beban pajak dapat dilakukan dengan berbagai cara, mulai
dari yang masih berada dalam bingkai peraturan perpajakan sampai dengan yang
melanggar peraturan perpajakan (Annisa dan Kurniasih, 2012). Upaya
meminimalkan pajak secara eufimisme sering disebut dengan perencanaan pajak
(tax planning). Umumnya perencanaan pajak merujuk pada proses merekayasa
usaha dan transaksi Wajib Pajak (WP) supaya utang pajak berada dalam jumlah
minimal tetapi masih dalam bingkai peraturan perpajakan (Suandy, 2011).

Ada beberapa cara yang biasanya dilakukan atau dipraktekkan wajib pajak
untuk meminimalkan pajak yang harus dibayar (Suandy, 2011), yaitu:

1. Pergeseran pajak (shifting), ialah pemindahan atau mentransfer beban pajak
dari subjek pajak kepada pihak lain, dengan demikian, orang atau badan yang
dikenakan pajak mungkin sekali tidak menanggungnya.

2. Kapitalisasi, ialah pengurangan harga objek pajak sama dengan jumlah pajak

yang akan dibayarkan kemudian oleh pembeli.
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Transformasi, ialah cara pengelakan pajak yang dilakukan oleh pabrikan
dengan cara menanggung beban pajak yang dikenakan terhadapnya.

Tax evasion, ialah penghindaran pajak dengan melanggar ketentuan peraturan
perpajakan.

Tax avoidance, ialah penghindaran pajak dengan menuruti peraturan yang ada.

Penelitian yang dilakukan oleh Uppal (2005) dalam Budiman dan

Setiyono (2012) tentang kasus penghindaran pajak di Indonesia, dikemukakan

bahwa di negara-negara berkembang banyak terjadi kasus penghindaran pajak.

Hal ini dilakukan dengan cara tidak melaporkan atau melaporkan namun tidak

sesuai dengan keadaan sebenarnya atas pendapatan yang bisa dikenai pajak.

Dalam melakukan penghematan pajak secara legal dapat dilakukan

melalui manajemen pajak. Suandy (2011) memaparkan beberapa faktor yang

memotivasi Wajib Pajak untuk melakukan penghematan pajak dengan ilegal,

antara lain:

1.

Jumlah pajak yang harus dibayar.

Besarnya jumlah pajak yang harus dibayar oleh WajibPajak, semakin besar
pajak yang harus dibayar, semakin besar pula kecenderungan Wajib Pajak
untuk melakukan pelanggaran;

Biaya untuk menyuap fiskus.

Semakin kecil biaya untuk menyuap fiskus, semakin besar kecenderungan

Wajib Pajak untuk melakukan pelanggaran;
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3. Kemungkinan untuk terdeteksi
Semakin kecil kemungkinan suatu pelanggaran terdeteksi maka semakin besar
kecenderungan Wajib Pajak untuk melakukan pelanggaran; dan

4. Besar sanksi
Semakin ringan sanksi yang dikenakan terhadap pelanggaran, maka semakin
besar kecenderungan Wajib Pajak untuk melakukan pelanggaran.

Ada beberapa cara yang biasanya dilakukan dalam tax avoidance
(Penghindaran Pajak), yaitu menahan diri, pindah lokasi, dan penghindaran pajak
secara yuridis. Dalam menghadapi skema tax avoidance yaitu berupa
unacceptable dan acceptable tax avoidance, secara umum negara menerbitkan
ketentuan pencegahan penghindaran pajak yang diatur dalam peraturan
perundang-undangan pajak. Peraturan perundang-undangan tersebut antara lain
Specific Anti Avoidance Rule (SAAR) dan General Anti Avoidance Rule (GAAR)
(Suandy, 2011).

Komite urusan fiskal dari Organization for Economic Cooperation and
Development (OECD) dalam Suandy (2011) menyebutkan ada tiga karakter
penghindaran pajak sebagai berikut:

1. Adanya unsur artifisial di mana berbagai pengaturan seolah-olah terdapat di
dalamnya padahal tidak, dan ini dilakukan karena ketiadaan factor pajak.

2. Skema semacam ini sering memanfaatkan loopholes dari undang-undang atau
menerapkan ketentuan-ketentuan legal untuk berbagai tujuan, padahal bukan

itu yang sebetulnya dimaksudkan oleh pembuat undang-undang.
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3. Kerahasiaan juga sebagai bentuk dari skema ini di mana umumnya para
konsultan menunjukkan alat atau cara untuk melakukan penghindaran pajak

dengan syarat Wajib Pajak menjaga serahasia mungkin.

Menurut Chen at al., (2010) dalam Budiman dan Setiyono (2012) variabel
tax avoidance dihitung melalui CASH ETR (Cash Effective Tax Rate) perusahaan
yaitu kas yang dikeluarkan untuk biaya pajak dibagi dengan laba sebelum pajak.

Adapun rumus untuk menghitung CASH ETR (Chen et al. 2010) sebagai berikut

Pembayaran Pajak

CASH ETR =
Laba Sebelum Pajak
Keterangan:
Pembayaran Pajak Pembayaran pajak pada tahun t
Laba Sebelum Pajak Laba sebelum pajak pada tahun t

Semakin besar CASH ETR ini mengindikasikan semakin rendah tingkat
penghindaran pajak perusahaan. Naik-turunnya CASH ETR mengindikasikan naik-
turunnya tingkat penghindaran pajak (tax avoidance). Tingkat CASH ETR yang
meningkat atau naik mengindikasikan adanya penurunan atau berkurangnya tingkat
penghindaran pajak (tax avoidance), sebaliknya jika CASH ETR turun atau berkurang
mengindikasikan adanya kenaikan atau peningkatan penghindaran pajak (Budiman

dan Setiyono, 2012).
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2.3 Size

Size (ukuran perusahaan) adalah gambaran besar kecilnya suatu
perusahaan. Variabel size diukur dengan menggunakan natural logarithm total
asset yang dimiliki perusahaan (Budiman dan Setiyono, 2012), dengan rumus

sebagai berikut:

Ukuran Perusahaan = Ln (Total Aset)

Keterangan:
Ln : Logaritma Natural

Total Aset : Jumlah aset yang dimiliki perusahaan dalam suatu tahun t

Semakin besar total asset mengindikasikan semakin besar pula ukuran
perusahaan tersebut. Ukuran perusahaan umumnya dibagi dalam 3 kategori, yaitu

large firm, medium firm, dan small firm (Kurniasih dan Sari, 2013).

Tahap kedewasaan perusahaan ditentukan berdasarkan total aktiva, semakin
besar total aktiva menunjukkan bahwa perusahaan memiliki prospek baik dalam
jangka waktu yang relatif panjang. Hal ini juga menggambarkan bahwa perusahaan
lebih stabil dan lebih mampu dalam menghasilkan laba dibanding perusahaan dengan
total aktiva yang kecil. Manajer perusahaan besar cenderung melakukan pemilihan
metode akuntansi yang menangguhkan laba yang dilaporkan dari periode sekarang ke
periode mendatang guna memperkecil laba yang dilaporkan (Kurniasih dan Sari,

2013).
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2.4 Pengaruh Size Terhadap Tax Avoidance

Menurut Rego (2003) dalam Dewi dan Jati (2014), semakin besar ukuran
perusahaannya, maka transaksi yang dilakukan akan semakin kompleks. Jadi hal
itu memungkinkan perusahaan untuk memanfaatkan celah-celah yang ada untuk
melakukan tindakan tax avoidance dari setiap transaksi. Selain itu perusahaan
yang beropersi lintas negara memiliki kecenderungan untuk melakukan tindakan
tax avoidance yang lebih tinggi dibandingkan perusahaan yang beroperasi lintas
domestik, karena mereka bisa melakukan transfer laba ke perusahaan yang berada
di lain negara, dimana negara tersebut memungut tarif pajak yang lebih rendah
dibandingkan negara lainnya. Surbakti (2012) melakukan penelitian terkait
pengaruh karakteristik perusahaan terhadap penghindaran pajak. Hasilnya
menunjukkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap tingkat

penghindaran pajak di suatu perusahaan.

Siegfried (1972) dalam Dewi dan Jati (2014), menyatakan bahwa semakin
besar perusahaan maka akan semakin rendah CETR yang dimilikinya, hal ini
dikarenakan perusahaan besar lebih mampu menggunakan sumber daya yang
dimilikinya untuk membuat suatu perencanaan pajak yang baik (political power
theory). Namun perusahaan tidak selalu dapat menggunakan power yang
dimilikinya untuk melakukan perencanaan pajak karena adanya batasan berupa
kemungkinan menjadi sorotan dan sasaran dari keputusan regulator — political

cost theory. Berdasarkan uraian di atas, dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

Hai: Size berpengaruh terhadap tax avoidance
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2.5 Debt To Equity Ratio

Debt ratio mengukur proporsi dana yang bersumber dari utang untuk membiayai
aktiva perusahaan. Semakin besar rasio menunjukkan semakin besar porsi
penggunaan utang dalam membiayai investasi pada aktiva, yang berarti pula risiko

keuangan perusahaan meningkat dan sebaliknya (Sudana, 2011), dengan rumus:

Total Debt

Debt To Equity Ratio =
Total Equity

Keterangan:
Total Debt  : Total kewajiban jangka pendek dan jangka panjang perusahaan.

Total Equity : Total ekuitas yang dimiliki perusahaan dalam suatu periode.

Leverage menunjukkan penggunaan utang untuk membiayai investasi.
Leverage merupakan rasio yang mengukur seberapa jauh perusahaan
menggunakan utang. Leverage menggambarkan hubungan antara total assets
dengan modal saham biasa atau menunjukkan penggunaan utang untuk
meningkatkan laba, hal ini dilakukan karena adanya bunga dari utang yang dapat

mengurangi beban pajak (Subramanyam dan Wild, 2011).
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Sartono (2011) memaparkan pembagian leverage sebagai berikut:

1. Operating leverage

Perusahaan yang memiliki biaya operasi tetap atau biaya modal tetap , maka
dikatakan perusahaan menggunakan operating leverage. Menggunakan
leverage operasi perusahaan mengharapkan bahwa penjualan akan
meningkatkan perubahan laba sebelum bunga dan pajak yang lebih besar.
multiplier effect hasil pengguanaan biaya tetap operasi terhadap laba sebelum
bunga dan pajak disebut Degree of Operating Leverage (DOL). Besar kecilya
DOL akan berdampak pada tinggi rendahnya risiko bisnis perusahaan.
Semakin besar DOL, maka semakin besar pula risiko bisnis yang ditanggung

perusahaan.

2. Financial Leverage

Financial Leverage adalah pengguanaan sumber dana yang memiliki beban
tetap dengan harapan akan memberikan tambahan keuntungan yang lebih
besar daripada beban tetapnya sehingga akan meningkatkan keuntungan yang
tersedia bagi pemegang saham. Multiplier effect yang dihasilkan karena
penggunaan dana dengan biaya tetap dsebut Degree of Financial Leverage
(DFL). Penggunaan financial leverage yang tinggi mengakibatkan risiko

keuangannya juga meningkat.
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3. Combined leverage

Leverage kombinasi terjadi apabila perusahaan memiliki baik operating
leverage maupun financial leverage dalam usahanya untuk meningkatkan
keuntungan bagi pemegang saham biasa. Degree Combined Leverage (DCL)
merupakan multiplier effect atas perubahan laba per lembar saham karena
perubahan penjuaalan. DCL mengukur keseluruhan risiko perusahaan, DCL

merupakan fungsi dari DOL dan DFL.

2.6 Pengaruh Debt To Equity Ratio Terhadap Tax Avoidance

Karena Debt To Equity Ratio berkaitan dengan leverage, secara logika, semakin
tinggi nilai dari rasio Leverage, berarti semakin tinggi jumlah pendanaan dari
utang pihak ketiga yang digunakan perusahaan dan semakin tinggi pula biaya
bunga yang timbul dari utang tersebut. Biaya bunga yang semakin tinggi akan
memberikan pengaruh berkurang nya beban pajak perusahaan. Semakin tinggi
nilai utang perusahaan maka nilai CETR perusahaan akan semakin rendah
(Richardson dan Lanis, 2007 dalam Kurniasih dan Sari, 2013). Hal tersebut
mendasari dirumuskannya hipotesis sebagai berikut:

Haz: Debt to equity ratio berpengaruh terhadap tax avoidance.
2.7  Risiko Perusahaan ( Corporate Risk)
Corporate risk mencerminkan risiko yang dihadapi perusahaan terhadap

kelangsungan usahanya dalam menghasilkan laba. Maharani dan Suardana (2014)
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untuk mengukur resiko perusahaan ini dihitung melalui Laba Sebelum Pajak

dibagi dengan Net Sales. Adapun rumus yang dimaksud adalah sebagai berikut:

EBIT
RISK =
NET SALES
Keterangan:
EBIT : Laba Sebelum Pajak perusahaan pada periode t
Net Sales : Total penjualan bersih perusahaan pada periode t

Besar kecilnya risiko perusahaan mencerminkan apakah eksekutif
perusahaan termasuk dalam kategori risk-taking atau risk-averse, semakin besar
risiko perusahaan menunjukkan eksekutif perusahaan tersebut adalah risk-taking,
sebaliknya semakin kecil risiko perusahaan menunjukkan eksekutif perusahaan

tersebut adalah risk-averse (Budiman dan Setiyono, 2012).

2.8 Pengaruh Risiko Perusahaan Terhadap Tax Avoidance

Naik-turunnya RISK (corporate risk) mencerminkan kecenderungan karakter
eksekutif. Tingkat RISK yang lebih tinggi mengidikasikan karakter eksekutif lebih
memiliki sifat risk taker dibanding dengan tingkat RISK yang rendah, atau dengan
kalimat sebaliknya tingkat RISK yang lebih rendah mengindikasikan karakter
eksekutif lebih memiliki sifat risk averse dibanding dengan tingkat RISK yang lebih

tinggi (Budiman dan Setiyono, 2012).
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Variabel RISK menunjukkan nilai signifikan. Penelitian ini berhasil
membuktikan adanya pengaruh RISK terhadap CASH ETR. Artinya semakin
eksekutif bersifat risk taker maka akan semakin tinggi tingkat penghindaran pajak

(Budiman dan Setiyono, 2012).

Hasil analisis menunjukkan nilai signifikansi yang dihasilkan untuk risiko
perusahaan lebih kecil dari 0,05. Hal itu menunjukkan bahwa risiko perusahaan
berpengaruh terhadap tax avoidance. Artinya apabila eksekutif semakin bersifat
risk taker maka akan semakin besar tindakan tax avoidance yang dilakukan. Besar
kecilnya risiko perusahaan mengindikasikan kecenderungan karakter eksekutif.
Tingkat risiko yang besar mengindikasikan bahwa pimpinan perusahaan lebih
bersifat risk takeryang lebih berani mengambil risiko. Sebaliknya tingkat risiko
yang kecil mengindikasikan bahwa pimpinan perusahaan lebih bersifat risk averse
yang cenderung untuk menghindari risiko (Dewi dan Jati, 2014). Berdasarkan

uraian di atas, dirumuskan hipotesis penelitian:

Has: Risiko perusahaan berpengaruh terhadap tax avoidance.

2.9 Kompensasi Rugi Fiskal

Kompensasi Rugi Fiskal adalah. Kondisi rugi operasi perusahaan, dalam kondisi
ini perusahaan mendapat insentif pajak yakni tidak memiliki kewajiban untuk
membayar pajak (Budiman dan Setiyono, 2012). Kompensasi kerugian dalam

Pajak Penghasilan diatur pada Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Pajak Penghasilan
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No.17 tahun 2000. Adapun beberapa poin penting yang perlu diperhatikan dalam

hal kompensasi kerugian ini adalah sebagai berikut (Kurniasih dan Sari, 2013).

1. Istilah kerugian merujuk kepada kerugian fiskal bukan kerugian komersial.
Kerugian atau keuntungan fiskal adalah selisih antara penghasilan dan biaya-
biaya yang telah memperhitungkan ketentuan Pajak Penghasilan.

2. Kompensasi kerugian hanya di perkenankan selama lima tahun ke depan
secara berturut-turut. Apabila pada akhir tahun kelima ternyata masih ada
kerugian yang tersisa maka sisa kerugian tersebut tidak dapat lagi
dikompensasikan.

3. Kompensasi kerugian hanya diperuntukan Wajib Pajak Badan dan Orang
Pribadi yang melakukan kegiatan usaha yang penghasilannya tidak dikenakan
PPh Final dan perhitungan Pajak Penghasilannya tidak menggunakan norma
penghitungan.

4. Kerugian usaha di luar negeri tidak bisa dikompensasikan dengan penghasilan
dari dalam negeri.

Terdapat 2 macam kompensasi kerugian (Waluyo, 2011) yaitu:

1. Kompensasi Horizontal
Kompensasi ini diterapkan apabila wajib pajak dalam tahun pajak yang
bersamaan memperhitungkan kompensasinya antara penghasilan suatu bidang
usaha dengan kerugian dan bidang usaha lainnya.

2. Kompensasi Vertikal
Dalam kompensasi vertical ini dilakukan yaitu dengan jalan wajib pajak

mengompensasikan penghasilan suatu tahun pajak dengan kerugian tahun
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sebelumnya. Undang-Undang Pajak Penghasilan menganut kompensasi
vertikal.

Variabel ini diukur dengan cara memberi nilai 1 bagi perusahaan yang

periode sebelumnya menderita rugi dan nilai 0 bagi perusahaan yang periode

sebelumnya tidak menderita rugi (Budiman dan Setiyono, 2012).

2.10 Pengaruh Kompensasi Rugi Fiskal Terhadap Tax Avoidance

Secara logika, perusahaan yang telah merugi dalam satu periode akuntansi
diberikan keringanan untuk membayar pajaknya. Kerugian tersebut dapat
dikompensasikan selama lima tahun ke depan dan laba perusahaan akan
digunakan untuk mengurangi jumlah kompensasi kerugian tersebut. Akibatnya,
selama lima tahun tersebut, perusahaan akan terhindar dari beban pajak, karena
laba kena pajak akan digunakan untuk mengurangi jumlah kompensasi kerugian
perusahaan (Kurniasih dan Sari, 2013).Berdasarkan uraian di atas, dirumuskan

hipotesis penelitian:

Ha4: Kompensasi Rugi Fiskal berpengaruh terhadap tax avoidance.

2.11 Pengaruh Size, Debt To Equity Ratio, Risiko Perusahaan,

dan Kompensasi Rugi Fiskal Terhadap Tax Avoidance.

Berdasarkan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Kurniasih dan Sari
(2013), bahwa Return on Assets (ROA), Leverage, Corporate Governance,

Ukuran Perusahaan dan Kompensasi Rugi Fiskal berpengaruh signifikan secara
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simultan terhadap Tax Avoidance. Hal ini juga sejalan dengan penelitian yang
dilakukan Maharani dan Suardana (2014), bahwa Corporate Governance,
Profitabilitas, dan Karakter Eksekutif berpengaruh signifikan secara simultan
terhadap Tax Avoidance. .

Has: Size, debt to equity ratio, risiko perusahaan, dan kompensasi rugi

fiskal berpengaruh terhadap tax avoidance

2.12 Model Penelitian

Gambar 2.1

Model Penelitian
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